
ARYO BHAWONO

SANKSI reshuffl e menteri 
asal partai politik anggo-
ta Sekretariat Gabungan 
(Setgab) Partai Koalisi 

yang membandel amat mungkin 
hanya menimpa Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Adapun terha-
dap Partai Golkar yang juga 
sering berselisih jalan, gaung 
reshuffl e mulai meredup.

Bahkan kemarin, Ketua Pusat 
Pengkajian Strategi dan Kebijak-
an Partai Demokrat Ulil Abshar 
Abdalla menegaskan bahwa 

se luruh menteri dari PKS akan 
di-reshuffl e oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Sebagai 
gantinya, Ulil juga memastikan 
bahwa Gerindra akan menda-
patkan jatah menteri tanpa me-
nyebut berapa jatah untuk partai 
bentukan Prabowo Subianto itu.

“Seluruh menteri dari PKS 
akan dipangkas di dalam kabi-
net,” kata Ulil seusai acara Per-
siapan Rekonsiliasi dan Rekon-
struksi Bangsa dan Negara di 
Kantor Partai Nasionalis Benteng 
Kerakyatan (PNBK), Jakarta.

PKS didepak dari kabinet, 
tukas Ulil, karena partai tersebut 
menciptakan kondisi yang ti-
dak stabil dalam pemerintahan. 
“Pemerintahan tidak akan me-
lak  sanakan kebijakan dengan te-
nang karena selalu ditorpedo.”

Wakil Sekjen PKS Mahfudz 
Si ddiq mengatakan partainya 
te  tap menunggu keputusan SBY 
da  lam memformat ulang koalisi. 
“PKS tidak turut campur de  ngan 
rencana bongkar pasang koa  lisi 
maupun reshuffl e kabinet. Par tai 
mau masuk atau keluar, atau  
tambah menteri, itu urus an mere-

ka. PKS tidak akan men campuri,” 
kata Mahfudz, ke marin.

Kendati sama dengan PKS, 
yakni sering berulah di setgab, 
Golkar masih bernapas lega. 
Nasib menteri asal partai yang di-
pim pin Aburizal Bakrie tersebut 
masih tergantung pada hasil lobi 
Partai Demokrat kepa da PDIP. 

Namun, Ulil mengakui PDIP 
masih sulit untuk digandeng 
ke gerbong koalisi. “Jika PDIP 
masuk koalisi, Golkar bisa heng-
kang. PDIP akan menambah war-
na nasionalisme dalam koalisi, 
tetapi usaha ke arah itu tampak-
nya belum membuahkan hasil.”

Wasekjen Partai Demokrat 
Saan Mustafa membenarkan hal 
itu. Menurut Saan, tipis kemung-
kinan PDIP masuk koalisi. “Kita 
sudah berkomunikasi dengan 
teman-teman di PDIP, semua 
baik. Tetapi kalau yang punya 
otoritas di partai masih belum 
(bersedia) kan agak susah.”

Pemilik otoritas yang dimak-
sud Saan adalah Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri 
yang hingga kini belum setuju 
masuk koalisi. Sekjen PDIP Tjah-
jo Kumolo menegaskan PDIP 
tetap pada posisi sebagai oposisi. 
“PDIP tidak ingin melibatkan diri 
dalam rencana reshuffl e.”

Anggota setgab saat ini, yakni 
Demokrat, Golkar, PKS, PAN, 
PPP, dan PKB. Mereka mengua-
sai 423 kursi di par lemen, atau 
75,54% dari total 560 kursi.

Kendati begitu, mereka kalah 
suara saat voting persetujuan 
hak angket bailout Bank Cen-
tury, tahun lalu. Bulan lalu, saat 
peng ambilan keputusan perlu-ti-
daknya angket mafi a pajak, me-
reka menang tipis dua suara.  

Dua peristiwa itu terjadi ka-
rena Golkar dan PKS membelot 
dari kebijakan setgab. Empat par-
tai anggota setgab pun meradang 
dan mendesak Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menge lu-
ar kan dua partai itu dari setgab. 

Hingga kemarin, SBY masih 
mengevaluasi kabinet dan setgab. 
Menurut Saan Mustafa, Presiden 
sudah memanggil parpol anggo-
ta setgab. (*/Wta/NA/X-7)

bhawono@mediaindonesia.com
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DEL NERI MASIH AMAN, 
TIFOSI INGINKAN 
MOGGI
Kemenangan ini  
membuat peluang AC Milan 
untuk meraih scudetto   
makin terang.

Olahraga, Hlm 23

KETIKA MANUSIA 
DAN BARANG 
TERKONEKSI 
LEWAT PONSEL
Sepuluh tahun lagi, ponsel 
bisa pula untuk memarkir 
kendaraan hingga mengontrol 
mesin cuci di rumah. 

Pop Digital, Hlm 27
REUTERS/DAVID GRAYAP/LAPRESSE, FABIO FERRARI
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EDITORIAL

DUA pukulan telak datang beruntun menohok 
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dalam sepekan 
terakhir. Pukulan yang semestinya membuat dia 
limbung kemudian ambruk.

Pukulan pertama menghantam Nurdin dan 
kroninya pada 28 Februari, ketika 84 dari 100 pemilik 
suara di PSSI mengajukan mosi tidak percaya. 

Dengan membawa bendera Komite Penyelamatan 
Per sepakbolaan Nasional, mereka mencabut man-
dat yang selama delapan tahun diberikan kepada 
Nurdin.

Dengan mosi tidak percaya itu, Nurdin sebenarnya 
tak lagi punya basis pendukung yang luas dan kuat. Ia 
kehilangan fondasi yang selama ini menopangnya.

Pukulan kedua dari FIFA. Lewat Sidang Komite 
Ekse kutif FIFA di Zu rich, Swiss, pekan la lu, induk 
organisasi se pak bola se-
du nia itu meng instruksi-
kan PSSI mengadopsi 
Standard Electoral Code 
yang ber pe doman pada 
Statuta FIFA. 

Pasal 32 ayat 4 Stan-
dar Statuta FIFA tegas 
mengatur seseorang 
yang pernah dinyatakan 
ber salah atas tindak pi-
dana tidak boleh dipilih 
men jadi anggota komite 
eksekutif, termasuk ke-
tua umum.

Akan tetapi, bukan 
Nur   din Halid dan kro-
ni    nya kalau gampang ambruk. Mereka terus saja 
ber  kelit. 

Terhadap mosi tidak percaya, mereka berdalih ang-
gota Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional 
tidak seluruhnya legal.

Terhadap titah FIFA, Statuta PSSI-lah yang bakal 
menjadi acuan, bukan peraturan FIFA. Mengapa? 
Karena Statuta PSSI menyebutkan hanya fi gur yang 
sedang menjadi terpidana pada saat kongres yang 
dilarang berebut tempat di komite eksekutif.

Begitulah, tidak ada konsistensi. Kala tekanan 
bertubi-tubi datang menghunjam, Nurdin Halid dan 
kroninya berteriak hanya patuh kepada FIFA. Sebalik-
nya, ketika FIFA menginstruksikan agar patuh kepada 
Standard Electoral Code, mereka menentangnya dan 
akan memakai Statuta PSSI yang memang dibuat 
untuk menyelamatkan Nurdin Halid.

Sepak bola Indonesia memerlukan pembaruan. Un-
tuk itu, kita mesti berani mengambil langkah yang pa-
ling pahit sekalipun. Antara lain pemerintah tak usah 
ragu untuk melakukan intervensi sekalipun dengan 
harga FIFA membekukan keanggotaan Indonesia.

Diberi sanksi FIFA karena intervensi pemerintah 
le bih terhormat ketimbang PSSI tetap dipimpin bekas 
narapidana.

Lagi pula, dicoret FIFA bukan berarti kiamat. Aus-
tralia diskors pada 1960, tapi kini menjadi langganan 
Piala Dunia. Begitu pula Yunani yang dibekukan 
pada 2006.

Dua contoh itu menunjukkan lebih baik mundur 
selangkah demi melompat jauh ke depan daripada 
membiarkan sepak bola Indonesia kembali ke zaman 
batu karena dipimpin Nurdin Halid dan kroninya.

Sanksi FIFA
bukan Kiamat

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

Diberi sanksi 
FIFA karena 

intervensi pemerintah 
lebih terhormat 
ketimbang PSSI 
tetap dipimpin bekas 
narapidana.”

MELODI atau suara yang kerap diperdengarkan kepada 
janin saat tiga pekan sebelum dilahirkan terbukti bisa 
menenangkan detak jantung ketika mereka kembali men-
dengarkannya pada satu bulan pascakelahiran. Demikian 

hasil penelitian Paris Des-
cartes University terhadap 
50 perempuan.

Partisipan diminta me-
mutar rekaman piano de-
ngan pola melodi menu-
run, dua kali sehari saat 

kandungan mereka beru-
sia 35, 36, dan 37 minggu 
rata-rata masa kehamilan 
40 minggu dihitung dari 
menstruasi terakhir. 

Saat para bayi berusia 
satu bulan, melodi piano 

tersebut kembali diperde-
ngarkan selama mereka tidur di laboratorium berpene-
rangan redup. Para peneliti menemukan rata-rata detak 
jantung bayi melambat sekitar 12 detakan per menit saat 
mereka diperdengarkan melodi yang familier. Sementara 
itu, detak jantung bayi hanya melambat 5 atau 6 detakan 
per menit ketika diperdengarkan melodi yang tidak fami-
lier. (Live Science/Mps/X-5)

Musik dan Jantung Bayi
PAUSE DUKUNGAN anggota PSSI 

kepada Ketua Umum Nurdin 
Halid semakin menipis. Hal 
itu ditunjukkan dengan berga-
bungnya pemilik suara dari 
Yog yakarta, Gorontalo, dan 
Ja wa Barat dalam Komite Pe-
nye   lamatan Persepakbolaan 
Na  sional (KPPN). 

Saat dideklarasikan di Jakarta, 
Senin (28/2), KPPN beranggota-
kan 84 anggota pemilik suara di 
PSSI. Mereka mengajukan mosi 
tidak percaya terhadap ke pe-
ng u rusan Nurdin dan bertekad 
mereformasi organisasi sepak 
bola nasional itu. 

“Dua hari lalu ada tambahan 
tiga anggota dan Nurdin kini 
hanya didukung 13 anggota 
(pemilik suara) PSSI,” ujar Wa-
kil Ketua KPPN Syahrial Damo-
polii, kemarin.

KPPN juga telah menetapkan 
jadwal kongres untuk mem-
bentuk Komite Pemilihan dan 
Komite Banding PSSI di Sura-
baya pada 26 Maret. Setelah 
itu, pada akhir April, digelar 
kongres guna memilih anggo-

ta komite eksekutif termasuk 
Ketua Umum dan Wakil Ketua 
Umum PSSI di Solo. Prosesnya 
akan mengacu kepada standar 
statuta dan Standard Electoral 
Code FIFA.

Syahrial  menambahkan, 
KPPN membuka peluang bagi 
siapa saja yang memenuhi sya-
rat untuk menjadi bakal calon 
Ketua Umum PSSI periode 2011-
2015. “Tidak terbatas pada yang 
aktif dalam kepengurusan PSSI 
saja. Pendaftaran akan dilaku-
kan setelah kongres, 26 Maret,” 
ungkap Ketua Pengurus PSSI 
Pro vinsi Sulawesi Utara itu.

Ia menegaskan kepengurus-
an Nurdin telah kehilangan 
oto ritas. Karena itu, KPPN 
ti dak menganggap kongres 
yang bakal dilangsungkan PSSI 
sesuai dengan instruksi FIFA 
pada 3 Maret. “Tidak ada itu 
dua kongres karena setelah 
pengajuan mosi tidak percaya, 
otoritas ada di kami.” 

Kubu PSSI sendiri bergeming. 
Sekretaris Jenderal Nugraha 
Besoes mengklaim hanya PSSI 
di bawah Nurdin yang diakui 
FIFA. “Aturan mana yang digu-
nakan KPPN? Dalam Statuta 
PSSI, untuk membuat kongres 
luar biasa harus ada permintaan 
dari 2/3 jumlah anggota. Jumlah 
anggota PSSI saat ini adalah 
549,” cetusnya. 

PSSI, imbuh Nugraha, akan 
jalan terus sesuai dengan kepu-
tusan FIFA, dengan menggelar 
kongres pada 26 Maret untuk 
membentuk komite pemilihan. 
Kemudian, pada bulan berikut-
nya, mereka melangsungkan 
kongres guna memilih komite 
eksekutif. (NG/*/H-1)

BENTROKAN hebat antara pa-
sukan loyalis pemimpin Libia 
Moamar Khadafi  dan pemberon-
tak berlangsung secara simultan 
di beberapa daerah, kemarin. 
Setelah mengerahkan armada 
tank untuk menyerbu Kota Zawi-
ya, pada Sabtu (5/3), pasukan 
Khadafi  menggunakan helikopter 
tempur untuk menggempur 
pemberontak yang tersebar se-
pan jang 50 kilometer antara Ras 
Lanuf dan Bin Jawad. 

Berdasarkan keterangan kores-
pon den Associated Press, serangan 
itu mengakibatkan pasukan 
Khadafi kembali merebut Bin 
Jawad, kota sejauh 160 km sebe-
lah timur Sirte yang merupakan 
kota asal Khadafi . 

Serangan ke Ras Lanuf tak 
kalah sengit. Pasukan Khadafi  
membombardir kota yang kaya 
minyak itu dengan roket dan 
artileri sehingga menghancurkan 
tiga hanggar dan tiga bangunan. 
Serangan itu berlangsung tatkala 
pemberontak sedang mengarah 
ke Sirte dari Ras Lanuf. 

Pada saat bersamaan, pasukan 
Khadafi  menyerbu Misrata, kota 
sejauh 200 km sebelah timur 
Tripoli. Warga mengaku pasukan 
Khadafi  menggempur pusat kota 
dengan mortir dan artileri tank 
sejak pukul 11.30 waktu setem-
pat (16.30 WIB). Gempuran itu, 
menurut pengakuan beberapa 
saksi mata, dikoordinasi sejum-
lah unit milisi pimpinan putra 
Khadafi , Khamis. 

“Pertempuran sangat sengit 
sedang ber langsung di gerbang 
sebelah barat kota. Pertempuran 
dimulai menyusul serangan 
brigade pimpinan Khamis,” ujar 
Mohamed, warga kota. 

Gemal, seorang juru bicara 
pasukan pemberontak di Mis-
rata, mengatakan armada tank 

KPPN dan PSSI Adu Kuat

Menteri asal Golkar masih aman karena 
PDIP yang diharapkan mengganti posisi 
Golkar belum bersedia masuk koalisi.

Loyalis Khadafi  Mengamuk
Menteri 
Asal PKS
Sasaran
Reshuffle

REUTERS/GORAN TOMASEVIC

PERANG: Pasukan pemberontak menembakkan senjata antipesawat saat terjadi pertempuran melawan tentara pro-Khadafi di Bin Jawad, Libia, kemarin.

Tidak ada itu dua 
kongres karena 

setelah pengajuan mosi 
tidak percaya, otoritas ada 
di kami.”

Syahrial Damopolii
Wakil Ketua KPPN

pasukan Khadafi  sudah menca-
pai pusat kota. “Kami sedang 
berusaha memukul mundur 
mereka,” serunya. 

Sejauh ini, belum ada laporan 
jumlah korban tewas ataupun 
terluka di berbagai kota yang 
dise rang pasukan Khadafi . 

Di Tripoli, suara rentetan 
tem bak an terdengar dari Alun-

alun Hi jau di pusat kota. Ko-
responden Al Jazeera menga-
takan ribuan orang turun ke 
jalan untuk meng ekspre sikan 
dukungan mereka ter hadap 
Khadafi  dengan berteriak dan 
melepaskan tembakan ke udara. 
(AP/Reuters/ Jer/X-5)

Berita terkait hlm 19
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Kondisi Libia (6/3)

Zawiya
Setelah terjadi 
pertempuran, kubu 
pro-Kadhafi 
mengklaim 
menguasai Zawiya. 
Namun, 
pernyataan itu 
dibantah penduduk 
setempat.

Tripoli
Terdengar 
suara rentetan 
tembakan.

Misrata
Pasukan 
pro-Kadhafi 
merebut 
kembali Kota 
Misrata dari 
tangan 
pemberontak.

Bin Jawad 
Pasukan 
pro-Kadhafi 
menyerang 
pasukan 
pemberontak 
di Bin Jawad.

Ras Lanuf
Sebuah pesawat 
tempur pemerintah 
ditembak jatuh 
pemberontak di 
kota kaya minyak, 
Ras Lanuf.

Benghazi
Delapan Pasukan 
Khusus Inggris 
ditangkap pasukan 
pemberontak ketika 
sedang menjalankan 
misi intelijen untuk 
menjalin kontak dengan 
para pemimpin oposisi 
Libia. 

MI/AGUNG WIBOWO

Ulil Abshar Abdalla 
Ketua Pusat Pengkajian Strategi 
dan Kebijakan Partai Demokrat
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Mati Pelan-pelan
BANYAK warga negeri ini yang akan mati pelan-pelan karena 
kemiskinan tetapi para punggawa negeri tidak ada yang mau 
tahu. Tetapi, baru satu saja warga negeri ini yang akan dimatikan 
di luar negeri, para punggawa negeri ini sibuk mengusahakan 
bantuan dana sebesar Rp4,7 miliar untuk pembebasannya agar 
dapat nama dari negeri orang, bahwa negeri ini peduli pada 
warganya. Padahal banyak warga yang akan mati pelan-pelan 
di negeri sendiri tidak dipedulikan.

Nahop

Derita Rakyat Nonkoalisi
SIBUK sebagai presiden koalisi .... Rakyat nonkoalisi mati, ya 
sudah....

Sarmawan Ketut Sarmawan

Dilarang Sakit
SUDAH tahu miskin pake sakit segala. Pemerintah sudah menge-
luarkan undang-undang, orang miskin dilarang sakit.

Revolusi Harga Mati

Pemerintah ke Mana?
ORANG miskin dilarang sakit... itulah Indonesia. Mana tanggung 
jawabmu, pemerintah???

Bung Abdul Tiga Abdoellah

Di Akhirat Kutunggu 
SIAP-SIAP aza Pak BY, tuntutan di akhirat menunggu Anda....

Abdul Aziz

Negeri Bedebah
BEGINILAH ciri-ciri negeri para bedebah.... Negeri yang para 
pemimpinnya hidup mewah. Tapi rakyatnya makan dari mengais 
sampah!

Agam Komar Comenk

Katanya Turun?
KATA pemerintah, angka kemiskinan di Indonesia sudah turun 
(turun-temurun)?

Igor Pratama

Lagunya masih Sama
CUKUP tamat bilang naas = lagu lama, lagu tempo dulu masih 
sama di pemerintahan SBY, cuma bisa ngurus kekuasaan dengan 
si Demokrat. ABS = asal bapak senang.

Oscar Pratama 

Firaun Baru
AZAB akan turun pada negeri ini. Ya Allah ya Robbi, aku ber-
lindung atas para pemimpin kami yang lalim pada rakyatnya. 
Hancurkan dan binasakanlah para pemimpin kami yang sudah 
menjadi Firaun.

Tauhid Anshori

Tengoklah UUD 1945
MEMBENTUK suatu pemerintah negara Indonesia yang melind-
ungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... (Pembukaan 
UUD 1945). 

Iqbal Novansyah

WARGA Kampung Kolam, Jalan Sulaiman Abdullah, Kota Tan-
jungpinang Barat, Kepulauan Riau, gempar. Warga tak me-
nyangka pasangan suami istri, Saari, 44, dan Sugiarti, 39, nekat 
mengakhiri hidup dengan gantung diri bersama menggunakan 
kawat jemuran di rumah mereka, Rabu (2/3).

Pasangan yang tidak dikaruniai anak itu baru diketahui me-
ninggal setelah tiga hari ketika Yusmita, 46, kakak Sugiarti, me-
ngunjungi rumah korban.

Miris. Berikut ini pendapat masyarakat mengenai hal itu di-
sampaikan lewat Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum 
Media Indonesia, dan Interupsi@mediaindonesia.com.

PENGANTAR

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

Derita si Miskin
Ada tetapi Tiada

MI/RAMDANINURULIA JUWITA SARI

KOALISI jilid satu 
saat ini didukung 
enam partai politik 
(parpol) yakni Partai 

Demokrat, PKS, PAN, Partai 
Golkar, PKB, dan PPP di bawah 
bendera sekretariat gabungan 
(setgab). 

Perjalanan hak angket per-
pajakan yang akhirnya kandas 
di rapat paripurna, membuka 
mata Demokrat soal yang mana 
kawan, dan yang mana lawan. 

K a re n a  i t u l a h ,  P a r t a i 
Demokrat menilai perlu diber-
lakukannya sistem reward (ha-
diah) and  punishment (hukuman) 
secara ketat, dalam kontrak 
politik koalisi jilid dua. 

Wakil Sekretaris Jende-
ral (Wasekjen) I DPP Partai 
Demokrat Angelina Sondakh, 
kepada Media Indonesia, tadi 
malam mengatakan hadiah 
itu dapat berupa posisi di 
kabinet. 

Di sisi lain, hukumannya bisa 
membuang parpol pembang-
kang dari koalisi, dan mencoret 
parpol itu dari struktur di kabi-
net. “Sikap PKS dan Golkar da-
lam koalisi bagai menggun ting 
dalam lipatan. Pembiaran ini 
harus dihentikan,” ujar Angie, 
panggilan akrab Angelina.

Anggota Komisi X DPR ini 
kembali menegaskan, para 
anggota koalisi masuk karena 
tawaran, bukan paksaan. “Di 
dalam koalisi sikap partai ini 
bukan lagi didasarkan pada 
moral obligation. Tapi ada asas 
kepatuhan.” 

Angie berharap kini PKS 
dan Golkar dapat memper-
tanggungjawabkan sikap me-

reka dengan menarik diri dari 
koalisi. 

“Kalau mereka memang ti-
dak sejalan dengan koalisi, ya 
kami harap secara gentleman 
mereka keluar dari koalisi. 
sekarang mereka belum ada 
pernyataan secara resmi, antara 
partai dan menterinya saja ma-
sih beda pendapat. Manuver 
bahasa politik yang abu-abu 

hanya akan membuat masya-
rakat jadi terjebak dan bingung 
saja.” ucap Angie. 

Ketua DPP PAN Bima Arya 
mengingatkan, kontrak politik 
koalisi yang baru jangan nor-
matif. “Yang kemarin terlalu 
normatif, tidak implementatif 
dan multiinterpretatif. Ba-
gaimana mungkin ada yang 
menyatakan tidak berkoalisi 

dengan Demokrat, tetapi de-
ngan SBY. Ini berbahaya se-
kali,” ujarnya, dalam diskusi 
yang digelar Lingkar Madani 
untuk Indonesia, di Jakarta, 
kemarin.

Mekanisme pengambilan ke-
putusan di sekretariat gabung-
an (setgab) pun, menurutnya, 
harus diperjelas dan tidak 
eksklusif satu atau dua anggota 

parpol saja. Bima mengusulkan 
agar proses pengambilan ke-
putusan dilakukan dalam tiga 
tahap, yakni forum ketua par-
tai, jajaran pimpinan partai dan 
juru bicara setiap partai, serta 
pimpinan komisi di DPR.

“Jadi ada sinkronisasi. Di 
dalam dinamis, kalau perlu 
gebrak-gebrakan meja, kalau 
perlu pakai voting. Tetapi di 
luar kompak.”

Sementara itu, Ketua Fraksi 
PKB Marwan Jafar menekan-
kan perlunya dipertimbangkan 
koalisi terbatas untuk menjaga 
irama koalisi. 

“Supaya hiruk pikuk politik 
yang menyangkut koalisi da-
pat dihindari dan tidak hanya 
mengurus peserta koalisi yang 
tidak loyal, berbelit-belit, dan 
suka membuat manuver politik 
sendiri,” kata Marwan.

Bubarkan
Di lain pihak, Direktur Lima 

Ray Rangkuti mendesak Presi-
den agar segera menentukan 
nasib koalisinya. Sikap ragu-
ragu SBY saat ini mengesankan 
masih ingin mencalonkan diri 
kembali sebagai presiden. 

“Seharusnya kan dia tidak 
peduli lagi. Yang dipikirkan itu 
bagaimana berbuat yang ter-
baik untuk bangsa,” ujarnya.

Ia menilai,  setgab yang 
menjadi wadah koordinasi 
enam parpol koalisi sebaiknya 
dibubarkan saja. Terbukti, kon-
trak politik sekalipun tidak 
menjamin loyalitas parpol. 
“Tidak perlu setgab, Presiden 
pimpin sendiri saja. Mau ikut 
ayo, enggak mau ikut, kita 
jalan,” cetusnya.

Wasekjen II DPP Partai 
Demokrat Saan Mustafa menga-
takan sampai saat ini evaluasi 
baru dilakukan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk 
empat parpol anggota koalisi. 
“Dua partai lainnya, PKS dan 
Demokrat, masih menunggu 
giliran,” ungkapnya.

Partai Demokrat meminta 
agar partai yang paling melen-
ceng dari etika koalisi didepak 
keluar. (*/P-4)

nurulia@mediaindonesia.com

Presiden Susilo 
Bambang 
Yudhoyono akan 
lebih bebas tanpa 
sandera koalisi. 
Terbukti, kontrak 
politik sekalipun 
tidak menjamin 
loyalitas parpol.

LELANG tender pembangunan 
gedung baru DPR dijadwalkan 
dibuka hari ini. Kengototan 
DPR itu jelas dipertanyakan 
sejumlah lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) yang meng-
kritik megaproyek triliunan 
rupiah itu sedari awal.

“Sejak awal, pembangunan 
gedung baru bermasalah. Bila 
DPR tetap ngotot membangun, 
seharusnya sejumlah pertan-
yaan masyarakat soal keberat-
an pembangunan harus di-
jawab DPR?” tegas Koordinator 
Forum Masyarakat Pemantau 
Parlemen Indonesia (Formap-
pi)  Sebastian Salang di Jakarta, 
pekan lalu.

Misalnya, kata Sebastian, pe-
rusahaan apa yang ikut tender. 
Berapa biaya dan mengapa pe-
rusahaan tersebut terlibat?

Ketertutupan DPR, menu-
rutnya, malah semakin menim-
bulkan pertanyaan di benak 
masyarakat. Terlebih lagi, se-
jumlah kontraktor bermasalah 
yang pernah dilibatkan dalam 
proyek pembangunan rumah 
jabatan anggota DPR di Kaliba-
ta, Jakarta Selatan, dikabarkan 
kembali masuk.

“Menurut Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), beberapa di 
antara perusahaan tersebut 
sudah diaudit dan dinyatakan 
melanggar,” ungkap Sekjen 

Forum Indonesia untuk Trans-
paransi Anggaran (Fitra) Yuna 
Farhan kepada Media Indone-
sia.

Selain itu, menurut Yuna, ni-
lai dana proyek gedung baru 
DPR itu tetap sama dari ren-
cana semula, ketika proyek 
itu diluncurkan, yakni Rp1,8 

triliun. Pada 2010 dana yang su-
dah dikucurkan untuk proyek 
tersebut tercatat Rp383,2 miliar. 
Pagu anggaran pembangunan 
gedung baru yang direncana-
kan 36 lantai itu mencapai 
Rp800 miliar pada 2011 dan 
Rp616,8 miliar pada 2012. “To-
talnya Rp1,8 triliun. Tidak 
benar bila terjadi penghematan 
hingga menjadi Rp1,3 triliun,” 
sergah Yuna.

Ketua Badan Urusan Rumah 
Tangga (BURT) DPR sekali-
gus Ketua DPR Marzuki Alie 
menolak untuk berkomentar, 
baik soal angka maupun proses 
tender yang tidak transparan.     

Sebagai Ketua DPR, kata 

Marzuki, ia hanyalah perantara 
atau fasilitator antara suara 
masyarakat dan DPR. “Jangan 
saya yang disalahkan seolah 
olah saya yang ngotot. Tang-
gung jawab sudah dilimpah-
kan ke pimpinan DPR lain,” 
tegasnya.

Namun, Sebastian menje-
laskan Ketua DPR tetap ha-
rus bertanggung jawab atas 
pembangunan gedung baru 
tersebut.  

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPR 2004-2009 Zaenal Maarif 
menegaskan pembangunan 
gedung baru DPR seperti sulap 
karena baru tercetus saat DPR 
periode 2009-2014. (*/P-4)

PARTAI Hanura berencana 
menggulirkan penggunaan 
hak menyatakan pendapat 
DPR untuk mengungkap tuntas 
skandal dana talangan Rp6,7 
triliun kepada Bank Century. 

“Kami lihat, negara terutama 
aparat hukum tidak bisa me-
nyelesaikan hasil dari Panitia 
Angket DPR dalam skandal 
Bank Century di DPR. Fraksi di 
DPR akan mulai menggulirkan 
hak menyatakan pendapat,” 
kata Ketua DPP Hanura Fuad 
Bawazier di Jakarta, kemarin. 

Tetapi, ia menyadari, posisi 
Hanura di DPR adalah fraksi 
dengan jumlah kursi terkecil. 
Sehingga, ia tidak optimistis 
upaya itu akan didukung ma-
yoritas anggota dewan. 

Untuk itu, tambah dia, Fraksi 
Hanura di DPR akan melo-
bi pihak-pihak yang sempat 
mendukung penggunaan hak 
angket dalam skandal Bank 
Century.

Fuad menegaskan kasus 
Century memang harus selesai 
lewat jalan politik. Terbukti, 

dia mengatakan, proses hu-
kum dalam kasus itu terkesan 
mandek. “Jalan yang diambil 
DPR dengan mengembalikan 
mandat ke penegak hukum 

adalah langkah bodoh.” 
Anggota F-PKB DPR Effendy 

Choirie juga pesimistis jika 
kasus Century dapat digulir-
kan melalui hak menyatakan 

pendapat. Pasalnya, kekuatan 
fraksi di DPR cenderung sibuk 
dengan transaksi politik pengi-
sian kabinet. “Hampir mustahil 
karena koalisi ini isinya tran-

saksional semua,” kata dia. 
Jaksa Agung Muda bidang 

Pengawasan Marwan Effendy 
menjelaskan, Kejaksaan Agung 
(Kejagung) sedang mengek-
saminasi dua berkas tuntu-
tan terhadap empat terdakwa 
mantan pemilik perusahaan 
fiktif penerima kredit Bank 
Century. 

Sebab, empat terdakwa itu 
divonis dengan hukuman di 
bawah satu tahun penjara. 
“Kami sedang periksa dua 
berkas atas empat terdakwa 
pemilik perusahaan fi ktif itu,” 
ujar Marwan.

Awalnya, Kejagung mem-
buat tim eksaminasi terhadap 
putusan empat penerima kredit 
Bank Century senilai Rp360 mi-
liar, Tariq Khan. Tariq Khan ha-
nya dituntut 1,5 tahun penjara 
dan divonis 10 bulan penjara. 

Sehingga, proses eksami-
nasi juga akan dilakukan ter-
hadap terdakwa Stella Angelia 
Hidayat, Otto Sitorus, Yan 
Ariefi andi, dan Amrizal Ismail. 
(NA/*/Ant/P-1)

DPR Ngotot Lanjutkan Bangun Gedung DPR

Hanura Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat

Beberapa di 
antara perusahaan 

tersebut sudah diaudit dan 
dinyatakan melanggar”

Yuna Farhan
Sekjen Fitra

HILANGNYA JEJAK CENTURY: Anggota DPR Fraksi PKB Effendy Choirie (kiri) didampingi Ketua DPP 
Partai Hanura Fuad Bawazier dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, kemarin. Diskusi tersebut 
membahas hilangnya jejak penelusuran kasus Bank Century.

MI/SUSANTO

MASA DEPAN SETGAB: Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa didampingi Direktur Eksekutif 
Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti (tengah) dan anggota DPR Fraksi PDIP Arif Budimanta (kiri) 
dalam diskusi tentang masa depan sekretariat gabungan (setgab). 
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Kontrak tidak Jamin Akur



RUMUSAN hukum yang baik, 
ketika berada di tangan hakim 
yang buruk tidak akan menca-
pai keadilan. Namun, hukum 
yang tidak sempurna masih 
memiliki harapan keadilan 
ke tika berada di tangan hakim 
yang baik. Dan ketika hukum 
yang buruk berada di tangan 
ha kim yang buruk, tidak ada 
yang tahu akan sampai ke 
mana.

 Ungkapan Bagir Manan di 
atas menggambarkan posisi 
ne gara dan konstitusi kita saat 
ini. Sejauh ini, pengalaman ber-
bangsa dan bernegara memun-
culkan kekhawatiran tentang 
kondisi negara dan konstitusi 
kita. Cita-cita kedaulatan be-
lum memunculkan etos dan 
nuansa kebebasan, kesetaraan, 
maupun persaudaraan. De-
mikian juga cita-cita konstitusi 
yang masih diwarnai tumpang-
tindih fungsi dan kewenangan 
antarlembaga pemerintah, juga 
cita-cita kesejahteraan yang 
masih jauh panggang dari api.

 
Belajar dari negara lain

Indonesia bukan satu-satu-
nya negara yang mengubah 
konstitusi. Hampir setengah 
dari 200 konstitusi negara-ne-
ga ra di dunia telah mengalami 
perubahan dalam 25 tahun 
terakhir. 

Awalnya, pembentuk an kon-
stitusi Amerika Serikat (AS) 
dipandang sebagai salah satu 
model terbaik karena konsti-
tusi yang terbentuk merupakan 
sebuah ‘penyelesaian kon ß ik’ 
dan ‘merayakan suatu rezim 
kekuasaan serta hak-hak baru’. 
Namun pada abad ke-21, pa ra 
pembentuk konstitusi ti dak lagi 
mengadopsi model AS. Praktik-
praktik baru dibangun untuk 
memaksimalkan peran serta 

masyarakat sebelum dan sesu-
dah teks kons titusi di sepakati. 
Pengalaman Afrika Selatan, 
pembentukan konstitusi ber-
korelasi positif dengan proses 
rekonsiliasi. 

  Menurut CF Strong dalam 
bukunya Modern Political Cons-
titution, ada empat cara peruba-
han konstitusi. Pertama, by the 
ordinary legislature but under 
certain restriction. 

Model ini menekankan per-
anan ordinary le gislature melalui 
sidang-sidang untuk merumus-
kan perubah an konstitusi dan 
membuat keputusan yang dis-
etujui suara terbanyak. Model 
ini dianut Belgia, Norwegia, 
Swedia, dan Indonesia seperti 
yang terdapat pada Pasal 37 
UUD 1945. 

Kedua, by the people through 

re ferendum. Model perubahan 
konstitusi ini dilakukan dengan 
meminta persetujuan langsung 
dari rakyat melalui referendum, 
plebisit, atau popular vote. Di 
Prancis model ini pernah di-
pakai pemerintahan De Gaulle 
yang menyampaikan rancan-
gan perubahan konstitusi mela-
lui referendum.  

Untuk Indonesia, amende-
men dilakukan segelintir orang 
lalu disahkan MPR. Hasilnya 
adalah sebuah konstitusi baru, 
yang berbeda sama sekali de-
ngan napas UUD 1945. Amen-
demen ini telah merombak sen-
di-sendi kehidupan bernegara 
dan kehidupan sosial politik. 
Akhirnya bangsa ini hidup di 
atas fondasi yang sangat liberal 
dan asing bagi rakyat.

 Ketiga, adalah by a majority of 

all units of a federal state. Model 
perubahan konstitusi ini hanya 
ber laku di negara berbentuk 
fe deral, yang hanya dimung-
kinkan dengan persetujuan 
negara bagian. Negara federal 
seperti Swiss dan Australia me-
merlukan metode referendum 
untuk perubahan konstitusi. 

Model keempat adalah by a 
special convention. Model per-
ubahan konstitusi ini meng-
haruskan dibentuknya badan 
khusus yang diberi wewenang 
untuk mengubah konstitusi. 
Model ini pernah digunakan 
di Indonesia saat menyusun 
UUD Sementara 1950 melalui 
Majelis Perubahan Undang-
Undang. Perubahan konstitusi 
semaksimal mungkin harus 
me lalui proses pembentukan 
yang demokratis, transparan, 

dan akuntabel.

Membumi
 Dalam pandangan Ketua 

Bidang Organisasi dan Keang-
gotaan Nasional Demokrat 
Ferry Mursyidan Baldan, pro-
ses pembentukan konstitusi 
harus menyatukan berbagai 
elemen sosial-politik dalam 
ma syarakat. 

Proses tersebut ti dak bisa 
semata-mata melibatkan lem-
baga perwakilan, tetapi juga 
publik melalui konsultasi pub-
lik, pembentukan komite yang 
mewakili berbagai ke lompok 
masyarakat, termasuk kelom-
pok yang sa ling berseberang an. 
Dengan demikian, proses pem-
bumian konstitusi akan ber-
jalan sejak awal masa penyu-
sunannya.
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D
ALAM perjalanan 
Republik, pergula-
tan dalam penyu-
sunan konstitusi 

bukanlah pekerja an sehari se-
malam. Walaupun proses peru-
musannya ha nya dalam waktu 
singkat dan masih kurang leng-
kap, UUD 1945 tetap menjadi 
dasar pembentukan pemerin-
tahan RI. Para pendiri bangsa 
berse pakat bangsa Indonesia 
perlu memperkukuh bangunan 
kebangsaan. 

 Diberlakukannya UUD Se-
mentara 1950 tidak bisa mem-
perbaiki keadaan politik dan 
ketatanegaraan di Indonesia 
karena pergolakan politik da-
lam negeri. Akhirnya Presiden 
Soekarno mengeluarkan dekrit 
untuk kembali ke UUD 1945 
sekaligus membubarkan DPRS, 
MPRS, dan Dewan Konstitu-
ante. 

 Pernyataan Soekarno bahwa 

UUD 1945 bersifat sementara 
pada akhirnya terbukti, bahkan 
hingga lebih dari setengah abad 
pascasidang PPKI, yakni ketika 
bergulirnya Gerakan Reformasi 
pada 1998. 

Pada saat itu MPR hasil 
Sidang Istimewa mengambil 
beberapa keputusan penting 
terkait dengan tuntutan re-
for masi, yakni mempercepat 
pemilu pada 1999 sehingga 
perubahan UUD 1945 dapat 
segera dilakukan oleh MPR pi-
lihan rakyat, karena MPR hasil 
Pemilu 1997 dianggap tidak 
legitimate. 

Akhirnya MPR hasil Pemilu 
1999 membentuk badan pekerja 
guna mempersiapkan rancang-
an perubahan UUD 1945. Ba-
dan Pekerja MPR inilah yang 
kemudian membentuk Panitia 
Ad Hoc I tahun 2000, tahun 
2001, dan 2002. 

Adapun perubahan pertama 

hingga keempat terhadap UUD 
1945 secara umum merupakan 
hasil dari dinamika politik pas-
caruntuhnya Orde Baru.

 Sistem pemerintahan Orde 
Baru yang sentralistis diantite-
siskan de ngan model desentra-
lisasi, sis tem tiga partai diganti-
kan dengan sistem multipartai, 
dan model parlemen diarahkan 
pada bentuk bikameral dengan 
menambahkan unsur DPD. 
Perubahan UUD 1945 tersebut 
tidak melibatkan peran aktif 
rakyat dan belum mampu 
me wu judkan cita-cita yang 
tertuang dalam Mukadimah 
UUD 1945. 

 Bagir Manan menjelaskan 
konstitusi memuat empat cita-
cita berbangsa dan bernegara. 
Per tama, cita-cita kedaulatan 
rakyat yang berisi asas liberte, 
egalite, dan fraternite. Liberte men-
jelma sebagai jaminan civil and 
political rights. Egalite menjelma 

sebagai hak atas kese jahteraan 
sosial dan ekonomi. Fraternite se-
bagai hak perlin dungan kelom-
pok seperti ke lompok minoritas 
atau kaum indigenous. 

 Kedua, cita-cita negara hu-
kum, yakni setiap orang (ter-
masuk penguasa) tunduk pada 
hukum dan jaminan persamaan 
di depan hukum. 

Ketiga, cita-cita konsti-
tusi yang mencakup pem-
batasan kekuasaan, jamin an 
perlindung an HAM, kekua-
saan kehakim an yang merdeka, 
pembagian ke kuasaan disertai 
checks and balances, dan pe-
nyelenggaraan pemerintahan 
atas prinsip pe layanan yang 
baik kepada ma syarakat. Ke-
empat, cita-cita mewujudkan 
kesejahteraan umum, mencer-
daskan kehidup an bangsa, dan 
mewujudkan kemakmuran 
rakyat atas dasar keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat In-

donesia.  
 Cita-cita di atas tidak lagi 

menjadi tingkah laku umum 
dalam pengelolaan bangsa 
dan negara sesuai dengan 
UUD 1945. Akhirnya, kita sam-
pai pada pertanyaan apakah 
kondisi-kondisi objektif meng-
haruskan adanya perubahan 
konstitusi. 

Terkait dengan hal itu, salah 
seorang narasumber FGD, 
Mayjen (Purn) Sudrajat men-
jelaskan, “Saat kita mengubah 
UUD, bukan masalah isu politik 
saja yang harus diperhatikan, 
tetapi juga apa yang menjadi 
mimpi bangsa kita.”

Konstitusi untuk konstituen 
 Pertanyaan yang masih 

ter  sisa, apakah persoalan 
bangsa saat ini disebabkan 
oleh lemahnya konstitusi atau 
karena aparatur pelaksananya 
yang bermasalah? Tentu saja, 

dibutuhkan parameter atau 
instrumen yang akurat untuk 
menjawab pertanyaan ini. Ke-
tika pertanyaan ini terjawab, 
bisa ditentukan kemungkin-
an amendemen yang bakal 
ditempuh. 

Saat ini ada tiga wacana 
amendemen mengemuka. 
Pertama, amendemen untuk 
kembali ke naskah asli UUD 
45. Kedua, amendemen untuk 
membenahi UUD yang sedang 
berlaku. Ketiga, amendemen 
untuk menyusun UUD baru 
dengan perombakan menye-
luruh dan pembacaan ulang 
kondisi dan tujuan bangsa 
Indonesia. 

Apa pun langkah amende-
men yang akan ditempuh, 
ha rus dilakukan secara hati-
hati, bijaksana, dan hanya me-
nyangkut hal-hal penting saja. 
Langkah amendemen harus 
di kembalikan pada rakyat.

Restorasi untuk dan oleh Konstituen

EMPAT PILAR 
NEGARA: Ketua 
Umum Nasional 
Demokrat Surya 
Paloh (kedua dari 
kiri) melakukan 
pertemuan dengan 
Ketua MPR, Wakil 
Ketua MPR, dan 
sembilan ketua 
fraksi MPR di 
Gedung Nusantara 
V, DPR, Jakarta, 
beberapa waktu 
lalu. Pertemuan 
dalam rangka 
sosialisasi 
konstitusi.

Susi Dwi Harijanti
Pakar hukum tata negara 
Universitas Padjadjaran 

Konstitusi yang Terasing dari Bangsanya Perilaku Penguasa tidak 
Sokong Konstitusi

PERUBAHAN konstitusi atau 
amendemen UUD 1945 ber-
langsung empat kali, namun 
persoalan kebangsaan aki-
bat penyimpangan penguasa 
masih terjadi. Apakah kita 
masih perlu mengamendemen 
ulang UUD 1945 atau cukup 
membenahi perilaku pengua-
sa? Untuk itu, wartawan Me-
dia Indonesia Aryo Bhawono  
mewawancarai Ketua Program 
Magister Hukum Tata Negara 
Universitas Padjadjaran Ban-
dung Susi Dwi Harijanti. 
Berikut petikannya.

Apa urgensi dari reamende-
men konstitusi?

Urgensi reamendemen kons-
titusi itu berakar pada pelak-
sanaannya. Apakah ada kesa-
lahan sistemik dalam pelaksa-
naannya? Kalau ada, kenapa 
kekurangan ini tidak ditutupi 
dengan perilaku berkonstitusi 
oleh penguasa. Kalau dalam 
bahasa Profesor Bagir Manan, 
ha rus ada kondisi objektif un-
tuk reamendemen. Kondi si 
objektif harus dikaitkan ju ga 
dengan kekurangan pada pe-
rilaku berkonstitusi. Kare na 
secara teori reamendemen itu 
dapat dilakukan melalui per-
ubahan resmi, kebiasaan ke-
tatanegaraan, dan perubahan 
oleh hakim.

Di negara maju seperti 
Amerika Serikat, apakah ada 
reamendemen?

Di negara itu reamendemen 
sulit sekali dilakukan. Mereka 
tunduk pada konstitusi dan 
re amendemen harus disetujui 
oleh 3/4 negara bagian. Ini 
berat untuk dipenuhi. Tapi re-
amendemen terus dilakukan 

melalui kebiasaan ketatanega-
raan dan melalui hakim. Aneh-
nya di Indonesia cenderung 
untuk perubahan resmi. Pada-
hal perubahan secara resmi ini 
juga sulit. Syarat momentum 
politik harus dipenuhi untuk 
reamendemen. Tanpa itu tidak 
bisa dilakukan karena kondisi 
objektif tidak tercapai.

Apakah perilaku ketatane-
garaan k i ta t idak dapat 
memicu reamendemen?

Kebiasaan ketatanegaraan 
itu pasti ada tetapi kurang 
mendorong reamendemen. 
Misalnya saja soal pemak-
zulan. Kalau diamati, proses 
pemakzulan dalam konstitusi 
terdapat benturan antara nilai 
negara demokrasi dan nilai 
negara hukum. 

Artinya perilaku penguasa 
tidak sejalan dengan konsti-
tusi?

Perilaku penguasa sangat me-
mengaruhi hukum tata negara. 
Hukum tata negara ini bergan-
tung pada politik. Kaidah ini 
berbeda dengan hukum pidana 
atau administrasi negara. Kalau 
saya bilang, perilaku penye-
lenggara negara tidak mendu-
kung konstitusi. (P-3)

PENGANTAR

Wacana untuk penyempurnaan 
dan pembumian UUD 1945 se-
bagai konstitusi Republik Indone-
sia telah digulirkan dalam Focus 
Group Discussion bertajuk Amen-
demen Konstitusi yang digelar 
Bidang Perencanaan Penelitian 
dan Pengembangan (Renlitbang) 
Nasional Demokrat dengan Pusat 
Studi Kebijakan Negara (PSKN) 
Fakultas Hukum Universitas Pa-
djadjaran (Unpad) di Bandung, 12 
Februari lalu. Hadir dalam acara 
tersebut, Dekan FH Unpad Ida 
Nurlinda, Guru Besar Ilmu Hukum 
Tata Negara Unpad Bagir Manan, 
Direktur PSKN Unpad Susi Dwi 
Harijanti, Mayjen (Purn) Sudrajat, 
dan sejumlah Pengurus Pusat 
Nasional Demokrat seperti Ketua 
Bidang Renlitbang Didik J Rachbini. 
Acara tersebut dipandu anggota 
Dewan Pertimbangan Nasional 
Demokrat Bachtiar Aly. 
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